BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengungsi Afganistan pertama kali memasuki Indonesia pada tahun
1998 dengan bergbai faktor, seperti perang Rusia di Afganistan
hingga perang Afganistan dengan Taliban. Dengan masuknya
pengungsi Afganistan ke Indonesia, peran UNHCR sangat
dibutuhkan karena Indonesia bukan merupakan negara yang
meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun protokol New York
1967, sehingga para pengungsi Afganistan yang masuk ke Indonesia
disebut juga dengan pengungsi mandat karena berada di bawah
tanggung jawab UNHCR. UNHCR menagangi pengungsi
Afganistan yang masuk ke Indonesia mulai dari penentuan status
pencari suaka sebagai pengungsi pembuatan dokumen UNHCR,
hingga pada pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi sebagai dasar
Hak Asasi Manusia. UNHCR juga turut menjamin terpenuhnya hak
pengungsi seperti, hak memperoleh Pendidikan, Kesehatan dan
tempat tinggal, serta bantuan hukum dan perlindungan bagi
pengungsi yang rentan, serta bantuan pemindahan ke negara ketiga
melalui jalur resettlement, sponsor, seunifikasi keluarga, pekerjaan
hingga jaur pendidikan. Tetapi dalam menjalankan tugasnya,
UNHCR juga menemukan kendala dimana, banyak pengungsi yang

tertipu oleh agen dengan iming-iming pemindahan ke negara ke tiga
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yang cepat adanya demo atau protes dari pengungsi Afganistan
terkait lamanya pemindahan ke negara ketiga, belum adanya
regulasi yang baik terkait pengungsi, para pengungsi Afganistan
yang dituduh melakukan hal-hal tidak baik dan menerima komentar
kebencian di media sosial dan juga tantangan mengenai
pengurangan anggaran kepada Lembaga kemanusiaan.

Dibalik peran UNHCR dalam menangani pengungsi, terdapat juga
faktor penyebab lamanya pemindahan pengunsi Afganistan ke
negara ketiga. Faktor-faktor tersebut diantaranya, terdapat
penolakan dari negara ketiga karena berbagai alasan dan kebijakan
yang dibuat oleh negara ketiga, selain itu juga terdapat faktor
pandangan pengungsi mengenai resettlement dimana pemindahan
pengungsi ke negara keiga melalui resettlement hanya bisa diberikan
kepada beberapa pengungsi yang memenuhi syarat dan kriteria yang
diberikan oleh UNHCR dan negara penerima seperti telah menerima
status pengungsi, kesediaan kuota dari negara ketiga memenuhi
kriteria yang diminta negara ketiga dan juga dilihat dari kebutuhan
pengungsi. Tetapi UNHCR turut mengupayakan berbagai cara dan
hal untuk dapat mengirim pengungsi Afganistan ke negara ketiga
tanpa harus melalui resettlement. Upaya untuk mengatasi faktor ini
adalah dengan menyiapkan pengungsi Afganistan ke negara ketiga
melalui jalur pendidikan, pekerjaan, sponsor, reunifikasi keluarga

dan beasiswa dari negara penerima.
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B. Saran

Idealnya suatu negara, terkhusus negara Indonesia yang merupakan
negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan sangat luas seharusnya
memiliki ataupun menciptakan regulasi yang dapat membuat pengungsi
bisa hidup, bertahan dan juga menyesuakan diri dan berkembang di
Indonesia. Pemerintah juga harus turut membantu melalui regulasi-regulasi
agar para pengungsi diberikan kesempatan untuk dapat bekerja dan
berusaha sehingga para pengungsi tidak hanya bergantung pada bantuan
dari Lembaga Kemanusiaan saja tetapi juga mampu untuk menghidupi diri
mereka sendiri selama mengungsi, karena pada kenyataannya tidak semua
pengungsi Afganistan memiliki biaya untuk dapat bertahan hidup dengan
waktu yang lama tanpa memiliki pemasukan. Apabila peluang tersebut
diberikan, pengungsi Afganistan akan memiliki dan menunjukan
kemampuan mereka melalui pekerjaan, pendidikan maupun pelatihan,
sehingga Indonesia juga bisa belajar dari para pengungsi mengenai hal-hal
positif yang tidak dimiliki para pengungsi di Indonesia baik berupa
keterampilan maupun pemikiran. Selain regulasi, bantuan berupa sosialisasi
kepada para pengungsi mengenai agen-agen nakal juga sangat diperlukan.
Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan berulang bagi para
pengungsi yang berada di Indonesia dengan tawaran instan berupa bayaran
ataupun hal lainnya untuk dapat dipindahkan ke negara ketiga dalam waktu

singkat tanpa adanya jaminan keselamatan bagi para pengungsi.
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